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BUPATIKAUR 
PROVINSJ BENGKULU 

PERATURAlf BUPATI KAUR 
MOMOR 2..'.4 TAHUN 2015 

TElfTAMG 

ALOKASI DAM TATA CARA PEMAMFAATAN 
PENERlMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR 

DENGAN RAHM.AT TUJlAN YilG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu mengatur 
Penggunaan Dana Retribusi Pelayanao Kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kaur; 

b. bahwa berdasarkan pertir)lbangllll sebagaimana dirnaksud 
pada hun1f a, pedu nu:netapkan Peil!,turan Bupati tentang 
Alokasi dan Tata Cara Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daera)l 
Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang BeFsih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Leinbaran Negara Repubillc 
Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tab.un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara-11 Negara 
Republik Indon.esia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan U:mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemetintahan Dl;lerah (Lembaran Negara Republik 
1ndoi1esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembai:an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

13. Peraturan Pemer.intah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negata 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 3"8 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 

17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (S erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 
53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kellina Peraturan Daerah Kabupaten Kaur 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten 
KaurTahun 2013 Nomor 196); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Ta hun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 186); 

MEMUTUSKAN : 

lllenetapkan : PERA.TORAN BUPATI TENTARG ALOKASI DAR TATA CARA 
PEMARFAATAR PENERIMAAK aETRIBUSI PELAYARAR 
KESEHATAR DI ROJIAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR 

BABI 
KETENTUAR UIIIUM 

Palllll 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintab Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah ·sebagai unsur 

pe.nyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 
3 . Pemerintahan Daerall adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam -sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4 . Bupati adalah Bupati Kaur. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehata.n Kabupaten Kaur. 
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kaur yang menyelengg_arakan pelayanan kesehatan. kepada 
masyarakat untuk semua j.enis penyakit dari pelayanan dasar, spesialistik 
sampai dengan subspesialistik sesuai dengan kemampuannya dan 
selanju tnya disingkat RSUD Kaur . 
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7. Direktur adalab di'rektur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur. 

8. S~af direktur adalah pejabat struktural yang ada di Jingkungan Rumah 
Sakit Vmum Daerah Kaur. 

9. Tenaga meclis adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan 
pelayanan kesehatan. 

10. Tenaga Keperawatan adalah pegawai rumah sakit yang melaksana.kan 
asuhan keperawatan/kebidanan dan mclaksanakan tindakan meclis yang 
didelegasikan o1eh tenaga medis. 

11. Tenaga non medis adalah pP-gawai rumah sakit yang tidak termasuk 
kelompok tenaga medis dan tenaga keperawata.n yang menunjang 
kelancaran pelayanan keschatan. 

12. Tenaga kefarmasian adalah pegawai rumah sakit yang mengelola dan 
meJaksan.akan pekerja.a.o kefar.masian. 

13. Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendiclikan perawa t 
anestesi sesuai ketentuan -peraturan perundang-undangan. 

14. Fasilitas pelayanan kesehatan .a,dalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayarian kesehatan baik prornotif, preventif, 
kuratif, mau_pun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintab 
daerah, dan/atau masyatakat. 

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, 
pengobatan, rehabiliiasi medik aan pelayanan kesehatan lainnya tanpa 
tinggal di ruang rawat inap. 

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah ;pelayanan kedaruratan medilcyang harus 
diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian 
dan kecacatan. 

17. Pelayanan Rawat !nap adalab pelayanan kepada pasien untu]j: observasi, 
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan 
kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap. 

18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegj.atan 
pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat. 

19. Obat -obatan dan alat kesehatan adalah obat, dan alat kesehatan habis 
pakai yang dilcelola langsung oleh instalasi farmasi. 

20. Jasa medis adalah pendapatsn individu yang dihasiJkan akibat peJaya.nan 
tcnaga medis dan bagi.an dari jasa pelayanan rumah salcit yang tercantum 
daJam tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi doktei;- wnum, 
dokter spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter spesialis 
gigi, dan dokter ta.mu. 

21. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administras.i ad.alah pendapatan 
kelompok yang dihasilkan akibat. pelayanan keperawatan dan administrasi 
secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan ru.mah sakit yang 
tercantum dalam -\:arir T'\lmah sakit. 

22. Jasa pelayanan adalah imbaJan yang cliterima oleb pelaksana pelayanan 
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 
pengobatan, konsultasi, visite, rebabilitasi medik dan atau pelayanan 
lainnya. 

2:.,. Jasa sarana adalah i.mbalan yang diterlma o\eh Ru.mah Sakit atas 
pemakaian sarana dan fasilitas yang digunakan oleh pasien. 

24. Jasa fannasi adalah sebagian imbalan yang cliterima oleh rumah sakit atas 
keuntungan penjualan obat•obata.n dan aJat kesehatan habis pakai. 

25. Pelayanan satu hari (one day ca.re) dalah pelayanan yang dilakukan untuk 
penderita yang sudah ditetap}am diagnosa secara defmitif dan perlu 
mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah enam 
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26. Tindakan medik tidak terencana (Cyto} adaJah tindakan med.is yang 
memerlukan _penanganan segera yang ditetapkan oleh dokte.r berdasarkan 
indikasi medi.s yang menjalani perawatan. 

27. Konsulta.si penderita adalah permohonan pemeriksaan dan/atau 
pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter 
dibagian lain demi untuk penyembuhan penya}dt. 

BAB II 
PERERIKAAH DAN PERGGUWAAN 

Paaal2 

(1) Semua penerimaan RSUD yang berasal dari jasa sarana, jasa pelayanan 
dan obat dan bahan/ alat .habis pakai adalah penerirnaan daerah yang 
seluruhnya disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan RSUD 
dan clikembalikan scluruhnya untuk pembiayaan sarana, jasa pelayanan, 
dan obat dan bahan/alat habis pakai, yang dituangkan kedalam DPA: 
~KPO. 

(2) Komponen penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari, jasa sarana, jasa pelayanan, dan keu ntungan penjualan obat dan 
ba.ha9/alat palcai habis . 

BAB II 
KOMPOllEN PROSENTASE JASA SARAN.A, JASA PELAYANA.N DAN 

OBAT DAN DAHAN/ ALAT PAKAI HABIS 

Paeal3 

(I ) Rin.cian jasa sarana, jasa pelayanan dan obat dan bahan/alal pakai habis 
sebagai beriku.t : 
a. jasa s~a 10 o/o {sepy!lJh peroeratus); 
b . jasa pelayanan kesehat,an 75°/o (tujuh puluh lima perseratus); dan 
c. obat dan bahan/alat pakai habis 15% (lima belas perseratus). 

(2) Rincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
b.u.ru( b , adalah. sebasai beriku,t : 
a. tenaga medis 45%; 
b. direktur 6%; 
c. staf d irektur 8%; dan 
d. tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, ten aga kefarmasian, anastesi 

dan tenaga non medis 41 %. 

Paeal 4 

Proporsi jasa pelayanan diberikan untuk Tenaga Med.is, Direktur, Staf Direktur, 
Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanao, Tenaga Kefarmasian, Anastesi dan 
Tenaga Non Me.dis betdasarkan perhitungan pembagian yang profesional 
ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Direktur. 

Paaal 5 

Staadar jasa pelayanan ~da Rumab Sakit Vmum D4erah dengan berpedoma,n 
pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABm 
PENUTUP 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati yang selama 
ini berlaku mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupatj ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal o~ i\,fe/ 2015 

NAMDAR M ADI, S.Sos 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 01 Iv!&/ 2015 

BUPATI KAUR, , 

+ HERMEN MALIK 

SERITA DAERAa KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 1 6 ~ 
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